RSAMA MASY ARAKAT

SUMBER
AH KESATUAN PEMAN GKUAN HUTAN (KPH)
SEMAR ANG
gKRIPS!
Sebagian Persyaratan

Diajukan Guna Memenuhi
a1 (S1) Himu Hukum

M'::mpm'olﬁh Gelar Sarjan2 Strat
Program Kekhususan Hukum Perdata

n Pembimbing *
SIH.

Dose
WlNhN’IO,



Skripsi

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH)
SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh :
Ita Muryana
03.200.5310

Mengetahui
Dekan,

ﬂ
/{H_ Gunarto, S.H.. S.E. Akt., M.Hum.)




PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH)

SEMARANG

s
UNISSULA
Aetllel| grrivsleluisale

Tanggal, 13 Mei 2004



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ku langkalikan kakiku
‘Dengan mantap dan pasti
Ditringi doa, fiarapan dan cinta
Kan kugapai masa depanfu
Menuju yang ku cita-citakan

UNISSULA
bl £l lolyinal

ahkan kepada :
* Bapak dan Ibu teranta
* Kakakku

* Sahabatky

¢ Seseorang yang Rukasthi

v



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, vang telah
melimpahkan rahmat serta karunia-Nya atas Taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi
ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama
Masyarakat Di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang”,

Penulis menvadari sepenuhnya, walaupun banyak kendala dalam proses

ZA\

penulisan ini, akan tetapi berkat bimb

imjuk serta dorongan berbagai pihak,

I. Bapak Dr. Dr, H'.xll M Rolig Anwar, Sp.PA U u Reke ersitas Islam Sultan

Agung {UNISSUL'-. Muﬂ“glé?bw:ﬂ#',@

|
2. Bapak H. Gunarto, SH, b.E,ﬂKL,fM. um selaku dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak H. Machfudz Ali, SH., Msi selaku Dosen Wali yang selama ini

memberkan bimbingan kepada penulis dari awal sampai akhir kuliah.




4.

bapak Winanto, SH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan
bimbingan, pengarahan serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran
dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
vang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang vang
telah membantu secara le[-:.ms m administrasi kepada penulis atas segala
sesuatu yang herhubunga - dei kademis selama kuliah mulai dari
awal hingga

Bapak Ir SPM dan Umum
Perum Pe kepada penulis
untuk melak

Semarang yang telah

vang telah mem da penu ﬁ:enclitian di KPH
Semarang, I
Ill" 1 T

memberikan keter&ngan-kﬂerangan dan membantu dalam pengumpuilan data

vang dibutuhkan penulis.

10. Tbu Dra. Ciciek suciwati selaku Kepala Urusan Hugra KPH Semarang yang telah

memberikan data-data yang diperlukan penulis.

i



11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut
memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT yang akan membalas budi baik Bapak/Ibu/Saudara
yang telah memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan kepada penulis sehingpa
tersusun skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,

namun demikian penulis telah men /\ nap kemampuan dan daya upava

UHISSUL&
n:"’-ue.g| "l'c‘!l-qdvl,ﬂ

..f{' : 03.200.5310

vii



DAFTAR ISI

HALAMAN
HALAMAN JUDUL w.ooovvvnsiseresssssmsssessssessseesssssmeeessessmsseesssseseeeesson i
HALAMAN PERSETUIUAN ..o i
HALAMANPENGESAREAN . s s b e o 1l
HALAMAN HOTTO DAN PERSEMBAHAN . iv
KATA PENGANTAR ... : v
DEPTARISE - cosii: viii
ABSTRAKS ... 2 N 'l ' ¥ /P X
BAB |

|
5
5
6
- ... 6
UNISSULA /[ :

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA | @PL’MLA
A, PengeriiamrHutan dan Kawasan Hutan 1

B. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat ... 16
BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Keadaan Umum Wilayah KPH Semarang

1. Letak Geografis ..o 26
2. Keadaan TODOBIRAS -...oiinnun i anmaisigs 28
3 Jenis Tanah ..o 29



6. Pembagian Wilayah Pemerintahan ...
Yo dumlah Pendudile ..o iiiiiiiimminmimmssermarmrsrasssssrarsses

2. Pekerjaan Penduduk dan Agama ...........................

Struktur Organisasi Pem Perhutani KPH Semarang ...........
N

UNISSULA
aetllelf| gl leluinala

%

30
30
31
32
32
32

33




ABSTRAK
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH)
SEMARANG

Penelitian mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan
Hutan di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang bertujuan untuk
mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan di
wilayah KPH Semarang,

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Data yang
dipergunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data
primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi langsung dari lapangan
vaitu di kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang Data sekunder
diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan melalui studi pustaka terdiri dari
bahan hukum primer dan bahan "'""f:"* der serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil _peis dikemukakan kesimpulan
sebagai berikut : peran serta ma gelolaan hutan di wilayah KPH
Semarang dibentuk d "'f syarakal diharapkan ikut serta

berperan aktif dalam_pengelolaan ian. Utk metimgkatkan kepedulian dan
kesadaran masyat ' ch ' perlu pendekatan
yang intensif i3 @an itu sendiri.
Karena kes omi serta
aspek sosig hutan

atau sekitar }

L
UNISSULA
cetllall| &Rl lelusala




BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang

Maha Esa kepada seluruh rakyat [ndonesia. Maka sudah semestinya pemanfaatan

s
i !I. M' 5? !u.! A -: sampai  dengan
sekarang ini, I#‘M|MMLL‘{ serta aktif dalam

\

menunjang pembangunan nasional dmgan tujuan dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang
berupa hutan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 Pasal 4 Ayat (1), bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil hutan, baik untuk dinikmati maupun




untuk diusahakan mengandung banyak manfaal bagi kesinambungan kehidupan
manusia dan makhluk lainnya.

Hutan lebat dengan berbagai hasil merupakan tumpuan hidup
masyarakat di sckelilingnya. Manfaat langsung dari hutan dapat berupa hasil
hutan seperti kayu, rotan, getah-getahan, binatang buruan dan lain-lain,

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan, lahan, berisi

sumber daya alam hayati yang didomonasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dr:ngan _; s lain hmggﬂ tidak dapat dipisahkan.

-»-'- karbon

J‘fnelmdungl

tanah dari ge j " an makanan
obat-obatan. b. I;'-Eri kehidupan
bagi seluruh psi dan kegunaan

yakni untuk menyelenggarakan keseimbangan oksigen (02) dan karbon dioksida
(CO2) serta untuk mempertahankan kesuburan tanah, keseimbangan tata air
wilayah dan kelestarian daerah dari bahaya erosi. Hutan memberikan pengaruh
pada sumber alam lain melalui tiga faktor yang berhubungan vaitu iklim, tanah

dan pengadaan air di berbagai wilayah { Arifin Arief:1994:8),



Hutan merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat
yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat
ckologi, sosial budaya, maupun ekonomi. secara seimbang dan dinamis. Oleh
karena itu hutan harus diurus dan dikelola. dilindung dan dimanfaatkan secara
berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan pada khususnya
dan masyarakat Indonesia pada umumnya, baik generasi sekarang maupun yang
akan datang.

Kegiatan yang dapat membika lapangan pekerjaan baru adalah
eksploitasi hutan, Hutan Tanama industei (HT1) dai kegiatan indusini kehutanan
lainnya, obyek wisata seita pemeliharaan kesumbangan lingkuogan hidup. Potensi
alam yang sedemikian kaya ini menark ninal penétisaha uiniok menggali
kekayaan yang ada padanva.

Kayu-kayr-tropis -y ang bagaikan emas K jau Kécoklatan itu terus
menjadi incaran pengusaha hutas, sebagai produk yang sangat mengantungkan di
pasaran dunia. Pada dasamya pemaniaaan suimber daya alam yang berupa hutan
harus dikelola secara terencana dan berkesinambungan sehingpa hutan tersebut
dapat memberikan maufaat secara optimal; berkesinambungan dan lestari.

Hutan menipakan-sumberkekayaan-atam sebapai Karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang memberikan manfaat serbaguna yang mutlak dibutuhkan
oleh umat manusia sepanjang masa. Untuk mencapai manfaat vang diharapkan
oleh kita semua maka hutan harus dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya

dari perusakan dan kepunahan.




Perusakan dapat terjadi karena kurang memperhatikan ekosistem.
yang tidak jarang terjadi karena adanya penebangan liar, pencurian hasil hutan,
perladangan berpindah, pembakaran hutan, penggalian bahan tambang liar,
bencana alam dan atau perburuan, Untuk memjaga  keutuhan  huatan  dan
terpeliharanya fungsi hutan beserta isinya dibutuhkan adanya peran serta
pemerintah dan masyarakat

Sistem pengelolaan hutan yang semula berorientasi pada hasil kayu

-- dengan
holders)
/

kepedulian
I/

f daya hutan

pemberdayaan dan pemngkatan—peran Serta-masyarakat—dan atau pihak yang
berkepentingan dalam pmg;:lulam sumber daya hutan, perlu mengembangkan
program PHBM (Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat)
(Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001).

Pengelolaan sumber daya hutan perfu melibatkan masyarakat lokal

secara aktif dan partisipasif, termasuk dalam proses pengambilan keputasan,



perlunya jaminan kepastian hukum tentang hak-hak masyarakat tentang sumber
daya hutan, mengingat lemahnya posisi masyarakat. Dengan demikian,
pengelolaan sumber daya hutan tidak saja menguntungkan secara nasional tetapi
pada saat bersamaan memperkuat posisi dalam berpartisipasi dan berperan serta
dari masyarakat itu sendiri (Rimbo Gunawan:1998:2).

Oleh karena itu hak-hak masyarakat dan peran sertanya untuk ikut

berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya hutan dirasa menarik oleh penulis,

tersebut, yaitu mengenai

DI  WILAYAH -~ KESA AN PEMANGKUAN HUTAN  (KPH)

@
w N E Eg u Lmi Jlaan sumber daya

varakai i & !@.&:-!Lﬂ..gﬂ‘sx!_@ skuan Hutan (KPH)

Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan
data dalam rangka pembuatan skripsi sebagai salah saw syarat untuk memperoleh

gelar sarjana pada fukultas hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)



Semarang. Selain itu untuk memberikan bahan bacaan atau referensi bagi semua
pihak vang berkepentingan terhadap penelitian ini. Maka sesuai dengan
permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan
sumber daya hutan bersama masyarakat di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan

(KPH) Semarang.

E. METODE ¥ ‘ “i ’
A0 P

| akukan penclit | mempergunakan
metode-metode 4\ H N I 5 s u I. A

- ” !!!;l ; vl e
1. Metode Pendel e |@9th

-
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan
tetapi juga usaha menelaah Kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat.
Pendekatan yuridis adalah pendekatan vang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan

data sckunder, sedangkan yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah



penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya terhadap
masalah yang diteliti yang merupakan data primer (Ronny Hanitijo

Soemitro:1998).

. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu

penelitian yang menggambarkan keadaan obyek, kemudian ditarik suatu

"mn an secara umwm dari bahan-bahan

keyakinan tertentu guna diamb
S

don data sekuni N QAT T G SIS W T P

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti
di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, melalui wawancara dan
observasi. Akan tetapi penulis hanya mengumpulkan data melalui
wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab

secara langsung bebas terpimpin dengan aparat Kesatuan Pemangkuan



Hutan (KPH) Semarang yang bersangkutan dengan mempersiapkan dafiar
pertanyaan terlebih dahulu dan dimungkinkan adanya variasi-variasi
pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul pengelolaan

sumber daya hutan bersama masyarakat.

b. Data Sekunder

Yaitu data untuk melengkapi data primer, vang diperoleh dan

% 'Eg di bidang

uNtssuLa /(I

4. Metode Analisa Data
Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang
sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisa normatif kualitatif
Normatif karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada

sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan adalah



analisa data yang bertitik tolak pada usaha penernuan asas-asas dan informasi-

informasi yang bersifat ungkapan monografis dan responden.

F. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk mendapatkan gambaran tentang arah dan tujuan penulisan
skripsi, di bawah ini penulis uraikan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB | : Pendahuluan

Dalam bab ini p erlis: e guraikan Latar Belakang Masalah,

NN

ila.n Kegunaan Penelitian,

. Pengelolaan
UNQ LQ U e

BABII  : Hal Pencliiur dah P 1!l11..;,.:u.¢ln.

mng Keadaan Umum

Wilayah KPH Semarang, Aspek Kependudukan, Struktur

Organisasi  Perum Perhutani KPH Semarang, Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH

Semarang.
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BAB 1V : Penutup

Bab terakhir dari skripsi imi berisi mengenai kesimpulan dan

Saran-saran.

£ . Y
e B

UNISSULA
'Fﬂpwjégpbl s l?.




BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan
Pengertian hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomer 41 Tahun 1999

adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan, lahan, berisi sumber dava

alam  hayatai  yang  didominasi < gépohonan  dalam  persekutuan  alam

i gea tidak dapat dipisahkan,

} I Undang-undang

lapangan
| hidup
alam hayat;,_ .
Tahun 1999
disebutkan hutz éha Esa yang

dianugrahkan kepd angsa “Indoncsia -menupakan ko an alam yang tak
\\ UNiSSULA

ternilai harganya we ?ﬁ.::ill.@fféﬁfﬂ:ﬁ’ﬂ@hgm»lgl & dipandang sebagai

i
GRS dan—dimaniaatican mgm Hkhlak mulia

amanah, karenanya
dalam rangka bernibadah. sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang

nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaar ekologi,

sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dang dinamis. Untuk itu hutan




harus diurus dan dikeiola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan
bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang
akan datang (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Dalam kedudukan sebagai salah satu penentu system penyangga
kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. oleh
Karena itu harus dijaga kelestariannya, Hutan mempunyai peranan sebagai
penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan

dunia internasional menjadi y:-*as,. dengan tetap mengutamakan

kepentingan nasional (Penjelasat

Z2K

L
UiNiSSLLA

e L3
ilfa diat b ’,;"Ju!l:‘h.ﬁ.m an

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi
negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus
segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur

dan menetapkan hubungan hukum antar orang dengan hutan atau kawasan hutan
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dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum meng;ezmi kehutanan (Penjelasan
Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Pengelolaan sumber daya hutan merupakan penerapan prinsip-prinsip
manajemen dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana
yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, perkembangan
pemanfaatan selalu dipantau dan dievaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang

lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, maupun manfaat

dun  teknologr

- b
dalam hutan  yy w H E gg “ E A ”

pemanfaatannya. e ‘:;f"!,'.-cmf E @"l&l}gﬂ“&m@ lamnya adalah peran

serta masyarakal.

Peran serta masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 68, menycbutkan bahwa masyarakat berhak
menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan (ayat 1). Selain hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2) ini masyarakat dapa :
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a. Memanfatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfataan hasil hutan, dan
informasi kehutanan;

¢. Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik

langsung maupun tidak langsung.

kehutanan oleh karena itu_Pen Ong peran serta masyarakat

’ Jﬁ,lﬂm 3 r\ Ty guna dan berhasil
i, 42,

secara umum.
Oleh karena itu bentuk perubahan yang terjadi pada sumber daya alam
hutan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat sekitar kawasan
hutan.
Pengertian kawasan hutan di dalam Pasal | angka 3 Undang-undang

Nomor 41 Tahun 1999 menunjuk pada wilayah tertentu vang ditunjuk dan atau



15

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap.

Kawasan  hutan dapat  diambil - peman faatannya oleh  pihak  lain
termasuk instansi di luar kehutanan dan badan swasta. Dalam memanfaatkan
kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai kawasan hutan dan

tukar menukar kawasan hutan,

Pemerintah dapat menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.

potensi

L
B s M et

produksi (Pasal 5 A Pasl 6y Lind ’iﬂhﬂk"ir_ﬁ

gan-ciri khas tertentu yang

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya (Pasal | angka 9, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999),

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,



mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara

kesuburan tanah (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal | angka 8).
Sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999,

Pasal | angka 7).

B. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat

 hiutatsebagai suatu ekosistem yang dikelola

&9
berkepentingan (1 “ Iders] adalal pihak-pihak yang

mempunyal perhafis ‘;‘E’FL\L;“@%&;M:H%- 5 optimalisasi  serta
berkembangnya ,mfe“:-.rsri-.ﬁ@rqn‘?"ﬁ:rﬁ—';a--sv-m:':!--*.: asyarakat (PHBM),
yaitu pemerintah, lembaga swadaya masvarakat, lembaga pendidikan dan lembaga
donor (Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001).
Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan
dan pemingkatan peran serta masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan

dalam pengelolaan sumber daya hutan, perlu mengembangkan program
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Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakal (PHBM) yaitu suatu
sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa
berbagi antara perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan,
sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat
sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional ( Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001).

Keperpthakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan

pengelolaan hutan. Oleh karena 'F"'h aktek pengelolaan hutan yang hanya

berorentasi pada ka:fu atikan - hak  dan melibatkan
masyarakat, p i pada seluruh
potensi s
Undang-
undang Nomg
a. Tata hu /
Tata hutan d , l.uan yang lebih
intensif untuk U ch ma Q 5 lan lestari, meliputi
pembagian Ir.a' : Lg.p k- berdasarkan ekosistem, tipe,

Avat (1)(2)(3)(4)).
b. Pemanfatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh

masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Pasal

23).



¢. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan
fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya
dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Pasal 40).

d. Perlindungan dan koservasi alam.
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga

hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi

konservasi, dan fungsi produk -f optimal dan lestari (Pasal 46).

\

Dengan melibatha k. ikut berperan aktif dalam
I

pengelolan huta:},. ] an g +LAM '\"‘ kehutanan Republik
S

20
), 2

webutkan bahwa

aan hutan

masyarakat yang|berkelanjutan, pengeiolaan sumber days

keadilan, sosial, 2 "ﬁ galekel simale / 2). Yang bertujuan
|1
untuk mf:mherdaya'aé’m_ﬁﬂ's?ﬁmr setempal dalam pengelolaan hutan dengan

tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka
meningkatkan kesejahteraannya (Pasal 3).

Untuk memperleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan
hutan bagi kescjahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan

kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifa:,
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karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi-fungsi
pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi
pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Yang bertujuan selain
mengembalikan  kualitas hutan  juga meningkatkan pemberdayaan dan
kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud kawasan hutan dalam Undang-undang Nomor 4]

Tahun 1999 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

tetap.

g Nomor 41

lestari,

*ﬁ sia nr:.‘!' ] ;
b [
ehutonan borasaskan | Kecdkatan | dan  keadilan,

&vﬁ_btel-mch /

peluang dan kesempatan vang sama kepada warga negara sesuai dengan

arus memberikan

kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat,

¢. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar
dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga
terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara

masyarakat setempal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
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Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

d. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap
penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan
kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.

Keberhasilan pembangunan di bidang kehutanan tidak saja ditentukan

oleh aparatur yang cakap dan terampil, tetapi harus juga didukung dengan peran

al Schagal. anica_pomgratah
weellul| 2eaiylol w3l

ban masyarakat dalam
penataan ruang. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh orang seorang,
kelompok orang, dan badan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan badan usaha swasta. Sedangkan bentuk peran serta dapat berupa
usul, saran, pendapat, pertimbangan atau keberatan (Penjelasan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996),
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Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang
timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk
berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang (Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Pasal | angka 11).
Dalam kegiatan ini masyarakat berhak :

[. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

ﬂ
g diberikan -arap [disampaikan masyarakat kepada

Pemerintah besertall #!*u""p l ‘94 *L"’L"*‘ﬂ?lﬂ* ena dengan informasi
tersebut pmnmntahﬂﬂpmmm eruntukan, penyediaan dan penggunaan

hutan serba guna dan lestari di seluruh Indonesia. Sedangkan manfaat bagi

masyarakat yang telah ikut berperan serta dalam bidang kehutanan atau cenderung
untuk memperhatiakan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan
menyesuaikan diri dengan keputusan. Pada pihak lain, dan ini adalah penting,

peran serta masyarak! dalam pengambilan keputusan akan banyak mengurangi
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kemungkinan timbulnya pertentangan asal peran serta masyarakat dilaksanakan
pada saat yang tepat.

Oleh karena itu pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan,
menyebarluaskan informasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat
tentang ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Pasal 4 Ayat

(2.
Pemberian int'unna masyarakat adalah prasyarat
p —
yang paling penting un - ‘ﬂﬁimn proses pengambilan

keputusan dibidang i
_._-'

\ UMISSULA

|\ ellal/|gslslolyznala
\ =/

Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk

berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup tahap
peencanaan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian, Dengan adanya peran srta
tersebut anggota masyarakal mempunyai motivasi kuat untuk bersama sama
mengatasi masalah hingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan

pengelolaan lingkungan hidup (Kusnadi Harjasumantri:1997:122).
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Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan
kehutanan bertujuan untuk
a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang
proposional;
b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi

lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial,

budaya, dan ekonom, yang scimbang dan lestari;

L]

menjamin  terlakss /

N /
rakyat ditkutsertaka / an kewajiban dari
pemerintah semata-in: ctapi merup e /5 an seluruh rakyat

Perlindungan hutan ditujukan kepada masyarakat yang bermukim
disekitar kawasan hutan, sebagai contoh masyarakat masyarakat diwajibkan ikut
serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Di dalam
penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985,

disebutkan bahwa hutan sebagai kekayaan vang memberikan manfaat sosial
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ekonomi dan berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan hidup, perlu dijaga dan
dipelihara kelestariannya oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, setiap
orang dan terutama bagi yang tinggal di sekitar hutan wajib membantu mencegah
dan memadamkan kebakaran hutan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat
dalam mencegah dan memadamkan kebakaran hutan sangat penting dalam
menjaga kelestarian dan fungsi hutan.

Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan

pelaksanaan dam p e .: ‘ 2

masyarakal memj d*j;,, g cuat 5
masalah Iingkull ; M H E Eﬁ !u! !mﬂx ilnya  pengelolaan
\ FEMI I;l v 'ﬁ“
/o

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan  hidup

Partisi pas:
mencakup 3 (tiga) tahapan, yaitu :
l. tahap perencanaan;

2. tahap pelaksanaan:

3. tahap penilaian.
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Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dihimbau untuk berperan
serta dalam tahap pelaksanaan saja, tetapi juga dalam tahap perencanddh dan

penilaian (Salim:1997:107-109).

. _ B

UNISSULA
‘Ft:ﬂ'!"g‘yjé_ﬁbl s l?.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEADAAN UMUM WILAYAH KPH SEMARANG

1. Letak Georafis

Berdasarkan Surat Keputusa Menteri Pertanian Republik indonesia

Nomor 73/UM/52, tanggal 16 Juli 1952 dan berdasarkan hasil pengukuran

*  Kawedanan Manggar dan Singen kidul (Kabupaten Grobog-n)

Selain itu terdapat juga kawasan hutan KPH Semarang vang termasuk dalam eks

Karesidenan Surakarta, yaitu Kawedanan Wonosegoro (Kabupaten Boyolali).
Secara  Geografis atau berdasarkan paris lintang, wilayah KPH

Semarang terletak pada :

26
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3°.35" sampai dengan 3°.59" Bujur Timur.
7°.00" sampai dengan 7°.15" lintang Selatan.
Adapun batas-batas kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Semarang adalah sebagai berikut :
a Bagian Utara
Laut Jawa mulai dan Sungai Banjir Kanal Kota Semarang ke arah timur laut

dengan menyusun pantai sampai muara Sungai Tuntang Kota Demak. Dari

*
ST n

b. Bagian Tim:
mpai titik
‘kembali ke
sampai jalan
desa ‘ | Desa Jemur
. * s lagn > 2 J.hingg}al bertemu
R\ oNnissuLa /N
Timur). Dilanjl ki Jata | MWL? dengan alur H dan

\ =2
mengikuti alur batas ini ke selatan hingga barpstongan denaan alur K. Dari

potongan ini dengan mengikuti alur K ke arah selatan hingga pal batas hutan B
903 (Semarang Timur), dilanjutkan ke selatan lagi mengikuti pal-pal batas
hingga nomor B 935. dari pal 935 menvusuri alur batas hingga bertemu jalan
kereta api semarang — Solo pada pal batas nomor B 936, diteruskan dengan

menyebrangt jalan kereta api tersebut dan menyusuri alur batas 0 hingga titik
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pal batas hutan Semarang Timur nomor B 1411, dari pal batas nomor B 1411
mengikuti pal-pal batas hutan hingga bertemu Sungai kuwat pada pal batas
nomor B 1432, dari pal batas nomor B 1432 selanjutnya ke selatan mengikuti
batas administratif eks Karesidenan Semarang dan eks Karesidenan Surakaria
hingga Desa Adirejo sebelah timur.

¢. Bagian selatan

Mulai dari sebelah timur Desa Adirejo menyusuri batas admunistrauf cks

Surakarta menuju ke barat hingga
jalan raya Boyolali - '
d N
| jalan raya
fga sebelah
...... ga bertemu
njir Kanal Kota
¥
\\ UNISSULA
s, Keataan Top S e i
\ )

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang berada di baweh
naungan Gunung Merbabu sebelah utara, dengan kcadaan topografi landai di
bagian utara dan makin ke selatan makin berbukit-bukit dengan lembah-lembah
yang cukup curam oleh adanya Sungai Jragung dan Sungai Tuntang.

Bagian hutan Semarang Barat sebagian besar berbukit-bukit, sambing,

menyambung dan mengurung sebuah lembah tempat pemukiman/Desa Jragung



dan hutan jau berada di lereng sebelah dalam. Bukit inilah vang berfungsi sebegai
batas waduk Jragung vang dibangun oleh pemerintah pusat.

Dukuh Genunt terletak di lembah yang subur antara Gunung
Watudukun dengan Gunung Jatinoroh, memisahkan bagian hutan Semarang Barat

dani Komplek Hutan Penggaron di sebelah baratnya. Komplek Hutan Penggaron

merupakan bukit dengan lereng sedang sampai terjal disebelah utara.

3 ﬁ ﬁ_.g -._u_ﬂ*
'- er-'M |§PLJ1PJ~WLG

-
b. Taneh medlterama coklat tua.

¢. Tanah latosol coklat tua kemerahan,

2. Bagian Hutan Semarang Timur ditempati macam tanah
a  Komplek regosol kelabu dan grumusol kelabu tua
b. Tanah mediterania coklat tua.

c. Tanah latosol coklat.
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d. Tanah latosol coklat tua kemerahan.
3. Komplek Hutan Penggaron ditempati macam tanah :

a. Tanah medierania coklat rua.

b. Tanah latosol coklat tua kemerahan.

4. Tata Guna Tanah

Luas Hutan KPH Semaragg adalah 29.119.40 Ha dengan perincian

B

ap
Ml UNILSULA

“_ L)

i i P AP O OIS A
- '\-; T T w ..f

o

| — T

e

{Sumber : KPH Semarang’,

5. Iklim
Menurut pembagian iklim DR. FH. Schmidt dan Ir. H A, Furguson.
wilayah hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang bertipe iklim rata-

rata sebagai berikut



a  Wilayah hutan yang masuk ke Kabupaten Semarang dan sekitarnya bertipe

iklim rata-rata C dengan nilai Q 50,0 %.

b. Wilayah hutan yang masuk ke Kabupaten Grobogan dan sekitarmya bertipe

iklim rata-rata C - D dengan nilai Q 50,0 % - 62,5 %.

¢. Wilayah hutan yang masuh Kabupaten Boyolali dan sekitamya bertipe iklim

rata-rata C — [ dengan nidai @ 50,0 % - 1000 %.

d. Wilayah hutan vang masuk Kabupaten Demak dan sekitamya bertipe iklim

rata-rata C - D dengan nilaj;

=
.'".-
s
re

84 %.

6. Pembagian .
p : \
| ~ '|..| A/
' tif
A (Ha)
No| BKP Kab [ Jumlah
1 Boyolali
1 |Penggaron / 1.578.5
2 |Barang 1 / 20888
3 Jembolo Sit', . 388,5 3.576,3
4 [Jlembolo Utr | g 2.036,2
5 Tanggung B _ﬂﬁ 3 2.3 4428,
6 |Kedung jati 378.6 34243 3.702,
7 ltempuran 2.206.8 850,8 3.057,6
8 [Manggar 4.059,6 40596
9 |Padas 3.1254| 10221 41475
JUMLAH 2509  8.790,9 3.161,5 15.450,9] 1.022,1] 28.676,3]

{Sumber : KPH Semarang)
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B. ASPEK KEPENDUDUKAN
1. Jumlah Penduduk

Untuk data yang dihimpun pada Maret 2003 jumlah total penduduk
adalah sebesar 171.333 dani 48 desa vang terdata oleh Perum Perhutani Unit |
KPH Semarang, cakupan desa tersebut meliputi :
& Kota Semarang, meliputi 3 desa dan 3 kelurahan (jumlah penduduk belum

terdata).

v
CHiSSULA

L]
i Hj’?lfﬂjjléf!;;!jﬁlmfaiLE‘I‘: i

2. Pekerjaan Penduduk dan Agama

Di wilayalh Perum Perhutani Unit [ KPH Semarang terdapat sekitar
171.333 penduduk. Sebagian besar masyarakat hutan bermata pencaharian sebagai
petani, sebesar 60% sebagai penggarap sawah (buruh tani) dan sisanya adalah
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perilik sawah yaitu sekitar 10 - 20 %. Selain itu diantara penduduk juga ada yang
bekerja sebagai Pegawai Negen Sipil (PNS), bekerja di perusahaan swasla
maupun berprofesi sebagal wiraswasta meskipun jumlahnya sangar kecil.

Agama mavontas yang dianut oleh masvarakat di sekitar kawasan
hutan adalah Islam. Kepadatan penduduk yang tinggi, dan tingkat produksi
masyarakat yang sebagian besar masih bersifat agraris, menimbulkan tekanan

hidup bagi penduduk di segala bidang dan kegiatan, terutama yang dihubur.gkan

dengan penggunaan tanah _yamg ‘méugakibatkan timbulnya gangguan
kescimbangan lingkungan da lestariar -mengancam kelangsungan

a Mengadakan vsaha-usaha produktr sesual dengan k&hijaksana_an pemerintah
dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dengan cara melakukan
kegiatan-kegiatan produksi dibidang pengusahaan kehutanan, berupa
penanaman, pemeliharaan, eksploitasi, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

b. Membuka kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia agar dapat

memberikan darma baktinya dan kariemnya dalam lapangan kehutanan, yang
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disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan
formasi dan efisiensinya.
¢ Menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atas persetujuan Menteri dengan
berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip vang rasional.
Pethutani juga memiliki visi dan musi vang ingin dicapai. Visi
Perhutani adalah pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa
secara adil, demokrans, efisien dan profesional guna menjamin keberfanjutan

fungsi dan manfaatnya untukﬁ /"ﬂ\ syarakat. Sedangkan misi Perhutani
S

. &
asyarakat l S s U L A

o g e =
masyarakat untek mencapai kesejahteran den kemandiran,

Untuk permasalahan yang sedang penulis teliti yaitu mengenai peran
serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, maka penulis dalam melakukan
wawancara dibantu dengan pihak-pihak yang berkaitan deugan masalah
pengelolaan hutan di KPH Semarang, yaitu dengan Asisten Perhutani Supervisor

Lapangan (Asper Suplap).
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Tugas Asisten Perhutani Supervisor Lapangan antara lain .
a. Melakukan pemberdayaan masyarakat atau sebagai penyuluh (merupakan
tugas utama).
b. Memberikan pemahaman kepada masvarakat mengenai pentingnya peran
serta masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan.
¢ lkut serta dalam membuat perjanjian dengan masyarakat.
aign_informasi/keterangan berada di dalam

UNISSULA
Aetllul)| Zonlo Lol
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D. Peran Sertz Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH
Semarang.

Pada tahun 1987 Perhutani belum melibatkan masyarakat untuk ikut
berperan aktif dalam pengelolaan hutan. Program Perhutani saat itu adalah pola
Perhutanan Sosial (Pola PS). Kemudian pada tahun 1990 Perhutani melibatkan
Perangkat Penyuluh Lapangan (PPL) yang tugasnya adalah untuk membimbing

para petani, tetapi dalam hal ini juga belum melibatkan masyarakat secara

memadukan aspek—a.s,—& ckonomi. ekologi dan sasial secars propersional. Tujuan

dengan dibentuknya PHBM adalah -

I. Menungkatkan kescjahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan Kapasitas
ekonomi dan sosial masyarakat;

2. Meningkatkan peran dan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan

dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
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3. Mendorong dan menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan
sesual dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan,

4. Meningkatkan mutu sumber daya hutan, prodoktifitas dan keamanan hutan
sesuai dengan karakteristik wilayah.

5. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan

meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara ( Keputusa gubemur Jawa

Tengah Nomor 24 Tahun 2001, Pasal 4 ayat (2)).

berbagi dalam pemanfaatar alam pemanfaatan wakiu,
berbagi pemanfaa utan dengan prinsip
saling 1 arena sesual
dengan p aya Hutan
Brsama
2. Keadilan dap
b. T I

\A
c jaran bersama dan saling wicwalami; - ©

d. Kej \ ﬂ'-myl@ﬂbhlmh /
¢. Pemberdayaan &m

f. Kerja sama kelembagaan

2. Perencanaan partisipatif adalah kegiatan merencanakan PHBM oleh Perhutani
dan Masyarakat Desa Hutan atau Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan
dengan hak yang berkepentingan berdasarkan kondisi berdasarkan kondisi
sumber daya hutan dan lingkungan;



h. Kesederhanaan sistem dan prosedur:

. Pemerintah sebagai fasilitator;

i. Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilavah dan keanckaragaman
sosial budava (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tahun 2001, pasal
3).

Program Pengelolaan Sumber Dava Hutan Bersana Masyarakat

(PHBM) pola tanamnya dikembalikan kepada masvarakat. Masyarakat bersama
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Tahel IT
DATA DESA HUTAN
KPH SEMARANG
| No K T 7
Desa ecamatan| RPH | BKPH Ptk Jumlah penduduk
Ir Pangkuan
; | Jwl, Ha |KK [ L | P |Jumlah
|2 3 4 5 6 7 | 8 9
A |Kota Semarang | 1
1 1Qedwwang Banyumanl: Jqﬂﬂﬂ“’mg PE'.:: 8 1 o
2 |Jabungan Banywnank |Oedawang [Pa 74 4
3 |Pudak Payung | Banywurranis IEUFLI-:\M 62
Jumlah Kota Sem i '
- =N
B [Kabupaten Semarang -
4 s 7 \
1sukean IU oL A "\% lgﬂ 5,994
2 'h“ﬂ I \‘:I-r
5 Dot \ | ) ! | / 5,804
5 |Kawengen it = f A
; i ¢ o 7,336 5770
| /i 5770
7 Kalirejo Ung EriEparon 1,457 1,500 3,087
§ [Kalongan  |Ungars ' (3s81] 3587 76y
Ju ; 38 2, 25,396
¢ |Penawangan Pringapus, 1,587 1,597 3,184
\ . e p fi
\ !
| _ '
Tl T3] 3,184
10 [Wenoreio tPn'rrgﬂyus Mransk  |Barang 9] S69.2] IAT| 2919 29621 %881
Candi [rewbolost] 7| 4883
|l 18] 105220 5881
Il |Candirejo Pringapus  [Candi Hermbaly St g 550 LMl Z1s4] 2,155 4,309
(Wataggeh  [Jewbolo 5 7 3769
IBormigan  [lerhole Sh § &
21| 1.363.90 4,309
12 [Wonoyeso Pringapus  [Cand Jemboie Fil i 419 B3| T450[ zds0 4,830
Watngmah | lembals St 3 i
4 2508 4,930
I3 platimunggoe Progapus  |Watugah  (Jembolo St i 168.3) 16z2] 33200 347 6,250
Jumlsh Kec. Pringapus 4 4,1560.70 Sh




4]
I 14 iSambimm [Brngn [Ralbuno  [Temporan | 4 22550 &7 s08] 14m|  2977
1 i5 1L'xifxmn¢ | Bringn |Kalimmme | Temnpuran & 3435 52 247 ] |, 505
| : Hysmmah ETﬂanr'_r_u b4 1054
J IJ E li | D 635.8 1,895
| 16 jGegodaien | Erungn jralibunme [ Terapuran ; i 569 w0 1445 1475 5930
! IH;;M*.{\]: T an E i 167.8
| | ! “ 2347 920
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dibutuhkan kesadaran Jan l.(Epddl.I]i'ﬂﬂ m;syamkat untuk tkut berperan dalam
pengamanan hutan.

Tanaman produksi yang di tanam oleh perhutani KPH semarang
adalah hutan jati. Dibandingkan dengan jenis hutan lainnya, hutan jati memiliki
angka luas yang tertinggi. Begitu pula, hingga saat ini, hasil hutan berupa kayu

Jati masih merupakan sumber penghasilan yang paling dominan.



Daur ekonomi hutan jati adalah 60 — 80 tahun. Hasil yang dipungut
berupa kayu, baik berbentuk kavu pertukangan maupun kayu bakar. Kayu jati
mempunyai gubal berwama putih dan agak berat, agak keras dan sangat awet,
mudah dikerjakan atau diolah untuk kayu pertukangan atau bahan bangunan.
Karena perpaduan wamanya yang khas, kavu jati juga digemari untuk bahan

perabot rumah tangga. Demikian pula dengan kian majunya tekhnologi

pengolahan kayu, kayu jati merupakan di{balm vang baik untuk pembuatan

vinir, parket mozaik, p b nelling, moulding, dan lain-lain

menjadi 6x2 ara mi sel 'ﬂ'\

\ -I{- |
pokok dari perh.j “NISSULA f

sisipan vang ditaram nleh masyaraka: desa hutan itu berada Di tanah milik negera
vang dikelola oleh Perum Perhuatani namun hasilnya dimiliki oleh masyarakat.
Kemudian setiap 8 meter pada larikan sela oleh masyarakat ditanam tanaman
sisipan berupa tanaman holtikultura seperti mianding, srikava.sirsak, petar dan
lain-lain, vang diharapkan dalam lima tahun dapat memanen hasilnya (wawancara

dengan Asper Suplab Budi Sutomo, SP).



45

Hasil tanaman sela ini diperuntukkan bagi masyarakat karena vang
menanam dan memelihara adalah masyarakat sendiri pihak perhutanihanya
mengusahakan penyediaan bibit. Tanaman sela yang ditanam oleh masyarakat ini
Juga menguntungkan dipthak perhutani, seperti contoh masyarakat menanam
mlanding keuntungan yang diperoleh adalah daunnya untuk pakan ternak, akar
mlanding berbentuk rhizoma yanng mengandung rhizobium berguna untuk

menyuburkan tanah, dan tanaman mlanding juga berguna schagai penahan erosi.

*'.'#

'.
i

0T u 1
\ uNISSH |
hutan dlml:amnyal‘ﬁl d L) : Ef~ dlengan masyarakat
desa hutan Kahl-:urrlh MIMML& ; /hasﬂ kerja sama itu

masyarakat desa hu:xn mmdapal hagmn 40% dan Dinas Peternakar_ meadapat

bagian 60%. Kedua , masyarakat desa hutan dengan Kimia farma, yaitu program
tanaman jarak kepyar di Desa Tanggung, tanaman tesebut ditanam di sela-sela
hutan negara. Dari penanaman itu timbul kerja sama .yaug saling menguntungkan
dari Perhutani dengan pemupukan maka tanaman pokok (hutan negara) akan

terkena imbasnya tanah akan menjadi subur, sedangkan masyarakat akan
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memperoleh hasil dari jarak kepvar. Ketiga, adalah tebu di Desa Kedung Jati
tanaman ini sedang dikembangkan oleh perhutani. Tanaman tebu ini membeikan
perlindungan dari hewan lain juga memberikan keuntungan bagi tanaman pokok
dari pemupukannya (wawancara dengan Asper Suplap Budi Sutomo, SP).
Pengakuan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak
menimbulkan masalah karena dalam melakukan pengelolaan hutan masvarakar

ilindungi oleh suatu produk hukum, antara

2

desa hutan di wilayah KPH Semarang d

lain

1. Surat Keputusan direktut B

Masvarakat di 'n UHISSULA
' \\ Al Zalololyznela
1| A

4. Surat Keputusan

g

2142/KPTS/1/230Z, tanggal 13 Desember 2002 tentang Petunjuk Felaksanaan
Pengelolaan Sumber Dava Hutan Bersama Masyarakat di Unit | Jawa Tengah.
Dengan adanva perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam mengelola hutan

menimbulkan perubahan poia pikir vang diharapkan ikut berpartisipasi.
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Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pola
tanamnya dikembalikan ke masyarakat, KPH hanya membinbing dalam
menanam. Kegiatan PHBM diantaranya adalah
a. Penanaman jemis tanaman pokok hutan dengan memperhatikan fungsi dan

ckosistem.
b. Jenis tanaman pagar, sisipan, sela, pengisi dan tanaman tepi ditetapkan

berdasarkan musyawarah,

N
Jenis kegiatan pengusahaan hutan di kawasan hutan meliputi bidang perencanaan,

penanaman, paneliharaan, perlindungan dan pemanenan hasil hutan.

Sistem PHBM pada dasamya sistem kemitraan sejajar yang masing-
masing pitak mempunyai peran, tanggung jawab dan hak secara proporsional baik
antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) matpun

dengan pihak lain yang berkepentingan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan vang
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bekerja sama dalam pengelolaan hutan diutamakan yang telah berbadan hukum.
Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Administratur dengan LMDH,
diketahui oleh Kepala Desa dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi dengan
dikuatkan oleh akta notanis. Oleh karena itu timbul hak dan kewajiban LMDH dan
Perhutani sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero)
Nomor 2142/KPTS/1/2002 Pasal 10 angka 1,2,3 4, antara lain :

1. Hak LMDH

g

a. Bersama Perhutani dan .,;_.a_ - 1- |
melakmakan, merm ::,-;'T- ' d ",

a  Memveroleh mant i hiasil kegratan sesuar mifai dan proporsi faktor
produksi yang dikontribusikan.

b. Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan dan pihak vang
berkepentingan  dalam  perlindungan  sumber daya hutan  untuk
keberlanjutan fungsi dan manfaatmya.

4. Kewajiban Perhutani
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4. Bersama LMDH dan pthak yang berkepentingan menyusun rencana,
melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM.
b. Memberikan kontribusi fakior produksi sesuai denga rencana.
¢. Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif.
d. Bekega sama dengan Masyarakat Desa Hutan dalam rangka mendorong
proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan,
Semua biaya untuk program Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM) di dalam kawasan hutan KPH Semarang berasal

A
//\

UHISSULﬁ
meellul)l g0l lolusisla




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan di wilayah

KPH Semarang dibentuk dengan program Pengelolaan Sumber Daya Hutan

et

&
URISSULA /gy

diserahkan P‘aldiill"1 g ar H..!;"" sk it hanya - ¢ pl- Ul untuk  melakukan
pemanenan,
pengamanan hutan di bawah tegakan. Pengakuan hak-hak masyarakat dalam
pengelolaan htan pelaksanaannya dilindungi oleh produk hukum dan dengan
adanya pengakuan itu menimbulkan perubahan sosial bagi masyarakat setempat.
Sistem PHBM merupakan sistem kemitraan sejajar yang masing-

masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab dan hak secara proporsional

50
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antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) maupun

dengan pihak yang berkepentingan. LMDH yang bekerja sama diutamakan yang
telah berbadan hukum dan perjanjian kerja sama yang dibuat dikuatkan dengan

akta notaris.

B. Saran

|, Untuk lebih meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat hutan

maupun sekitar hutan per z:-’,'r/\\ uiintcnsit‘ dari perhutam untuk ikut

Masyarakat ataupun

ampai  menimbulkan

perpecahan antar kelompok rnas:.rarakat desa hutan.
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